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Info Artikel: Abstrak: Dengan adanya otonomi daerah, maka
Diterima : pemerintah daerah dapat menyelenggarakan urusan
2021-11-05 pemerintahannya secara mandiri, tidak terkecuali

pemerintah desa. Desa menjadi daerah otonom sejak
berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Diperbaiki :
perbal et desa. Salah satu tujuan dibentuknya desa yakni
2021-11-26 . .

memajukan  perekonomian masyarakat desa serta
Disetujui : mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Guna

2021-11-27 mewujudkan tujuan tersebut maka pada suat desa dapat
dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), salah
satunya BUMDesa Bintang Baru Desa Parit Baru
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. BUMDesa
Bintang Baru memiliki banyak usaha yang dijalankan
diantaranya Market Desa dan Bank Sampah. Tujuan
dilakukannya PPM ini yakni membuat peraturan
perusahaan tentang tata kelola BUMDesa dan pembuatan

Kata Kunci : Desa, Tata Kelola, Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Bank Sampah

BUMDesa dan Market BUMDesa.

Abstract: With regional autonomy, the local government can
organize its government affairs independently, not least the
village government. The village has become an autonomous
region since the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning
villages. One of the goals of the formation of the village is to
advance the economy of the village community and overcome the
national development gap. In order to realize this goal, in the
village suat can be formed Village Owned Enterprises
(BUMDesa), one of which bumdesa Bintang Baru Desa Parit
Baru Sungai Raya District Kubu Raya. BUMDesa Bintang Baru
has many businesses run including Village Market and Garbage
Bank. The purpose of this PPM is to make company regulations
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Keywords: Village, Governance, on bumdesa governance and the creation of operational
BUMDesa standards of waste bank management procedures and bumdesa
market.

Pendahuluan

Penyelenggaraan otonomi daerah dimulai dengan adanya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014. Dengan adanya UU tersebut maka pemerintah daerah terbagi menjadi
pemerintah provinsi yang wilayahnya terbagi lagi menjadi kabupaten/kota.
Pemerintah Kabupaten/Kota tidak terlepas dalam pembagian wilayah yang terbagi
menjadi wilayah desa. Desa merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan
dalam suatu kabupaten yang memiliki batas wilayah dan mempunyai wewenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dalam hal ini desa menjadi sebuah daerah yang otonom sejak
berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang

tersebut menjelaskan pengaturan desa bertujuan untuk:

a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan

keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.

b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh

rakyat Indonesia.
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.

d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk

pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka,

serta bertanggung jawab.

f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat

perwujudan kesejahteraan umum.

g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan
masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari

ketahanan nasional.
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h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan

pembangunan nasional.
i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Demi memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional maka pada suatu desa dapat di bentuk Badan
Usaha Milik Desa (BUMDesa). Salah satu BUMDesaa yang memberikan pelayanan
publik bagi warga masyarakat desa yakni BUMDesa Bintang Baru Desa Parit Baru.
BUMDesa Bintang Baru berada di Komplek Pondok Indah Lestari Jalur Dahlia I,
Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. BUMDesa Bintang
Baru didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 Tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru. BUMDesa Bintang Baru

melakukan kegiatan usaha diantaranya pada bidang :
a. Penyewaan, yang meliputi:

1. Tenda .

2. Meja kursi rapat, sound system, kipas angin, dll
b. Jasa Pelayanan

1. Keuangan mikro,

2. Jasa transportasi

3. Jasa Komunikasi

4. Jasa Konstruksi

5. Jasa Energy

6. Jasa Pengadaan Bahan Konstruksi

7. Pasar desa

8. Waserda
c. Market BUMDesa
d. Bank Sampah

Banyaknya kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDesa Bintang Baru
maka diperlukan suatu standar operasional untuk mengatur jalannya kegiatan
usaha agar lebih tertata dengan baik. Dengan berjalannya tata kelola yang baik
diharapkan akan memaksimalkan pendapatan sebagai outcome atas usaha yang

telah dijalankan.
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Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan kegiatan dibutuhkan metode pelaksanaan kegiatan
PKM sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan:

1. Persiapan/Survey.

2. Pengantaran surat dan;

3. Pelaksanaan kegiatan PKM
b. Tahapan Pelaksanaan:

1. Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait pembuatan tata kelola BUMDesa yang
mengatur tentang penerimaan pegawai, hak dan kewajiban pegawai serta
BUMDesa, penghasilan dan pemberian cuti pegawai, pembagian laba,
pembinaan pendidikan dan latihan pegawai, pemberhentian dan pemberian
pesangon pegawai. Pentingnya seluruh kegiatan diikuti oleh pengurus
BUMDesa, pemerintah Desa, BPD, dan stakeholder terkait.

2. Pendampingan Membuat SOP/Standar layanan internet desa, Market desa dan
bank sampah. Seluruh kegiatan diikuti oleh pengurus BUMDesa, pemerintah
Desa, BPD, dan stakeholder terkait.

c. Tahapan Diseminasi

1. Tahapan diseminasi bersama dilakukan oleh seluruh pengurus BUMDesa,
Pemerintah Desa, BPD, stakeholder, bersama dengan tim PKM terkait semua
proses dari awal kegiatan sampai akhir pelaksanaan kegiatan PKM dengan
cara berdiskusi, dan curah pendapat dalam pertemuan. Dari hasil pertemuan
dijadikan dasar Mitra mengambil kebijakan baru untuk mengatasi
permasalahan tersebut;

2. Desa Parit Baru akan menjadi mitra Politeknik Negeri Pontianak maka pengawasan,
evaluasi, dan keberlanjutan dilakukan bersama baik pemerintah desa, BPD, pengurus
BUMDesa, guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Adapun tahapan

pelaksanaan pada masyarakat dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Diseminasi
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Pelaksanaan

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat di dahului dengan
kegiatan survei lapangan. Setelah melakukan survei langkah selanjutnya peneliti
melakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan yakni melakukan pendampingan
dalam penyusunan peraturan perusahaan tentang tata kelola BUMDesa dan
melakukan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Bank
Sampah, Market BUMDesa dan internet desa. Pelaksanaan kegiatan pertama yang
dilakukan yakni melakukan pendampingan pembuatan SOP Bank Sampah.

Tim PPM melakukan pengumpulan data terkait aturan yang berkaitan
tentang pengelolaan sampah yang di kelola oleh BUMDesa. Selanjutnya tim
melakukan koordinasi dengan pengurus bank sampah BUMDesa Bintang Baru
yakni ibu Mollinda. Hasil koordinasi tersebut kemudian di bandingkan dengan
aturan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan bank sampah. Setelah
dilakukan pengkajian selanjutnya SOP tersebut disahkan oleh direktur BUMDesa

untuk di musyawarahkan dalam rapat desa. Adapun SOP Pengelolaan Bank

Sampah sebagai berikut :
NOMOR SOP =
- TGL 28 Juni 2021 e
g - PEMBUATAN
” TGL REVISI - ==
= ~ TGOGL EFEKTIF o = / 2021
BUMDES DISATIKAN K&tua BUMDes Bintang Baru,
BINTANG BARU OLEE ﬁfv
DESA. EPARILILT B e =
Desa Parit Baru 2 S Pdl
NAMA SOP ¥ .:7 Bank S B
BUMDes Bintang Baru
1.Undang Undang Nomor 35 Tahun 2007 | 1. Memahami konsep pengelolaan Bank Sampah
= an K Kubu | 2. Memiliki kemampuan meneclaah peraturan
Raya di Provinsi Kalimantan Barat pen 2 di dalam olaan bank

N

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 sampah
tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
g 2014 Pelak Und.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
tentang 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa

6. Peraturan Daecrah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 4 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Desa Parit Baru Kecamatan

Sungai Raya
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DIAGRAM ALUR PROSES

No Uraian Masyarakat Pelaksana Mutu
Pengambil | TPS3R | Pemilah Pengepul Kenangan | Desa/ Kelengkapan | Waktu ‘Output
Sampah Sampah/ Sampah Bumdes
Pengelola
Sampah
1 | Bagian Data Dilakukan Tagihan
Keuangan Administrasi satu bulan
mengirimkan pengguna jasa | setelah
tagihan kepada Bank Sampah | masyarakat
masyarakat atas telah
jasa yang telah mendaftar
diberikan sebagai
penguna
jasa bank
sampah
2 | Masyarakat Tempat Dapat Bukti
melakukan Sampah setiap | dilakukan Pelunasan
pembuangan warga setiap waki | Tagihan
sampah pada oleh
tempat sampah - masyarakat
yang terdapat di N '
lingkungan
perumahan
3 | Pengambilan Tossa Dilakukan | Sampah
sampah dari [ tiga kali
perumahan L selama
masyarakat seminggu
(Senin,
Rabu,
Jum’at)
4 | Penyimpanan
sampah ke TPS

No Uraian Masyarakat Pelaksana Mutu
Pengambil | TPS3IR | Pemilah Pengepul Keuangan Desal Kelengkapan Wakiu Output
Sampah Sampah/ Sampah Bumdes
Pengelola

—

5| Pemilihan Tasil Pemilahan | Pemilahan
sampah organic, Pemilahan sampah Sampah
non organic dan Sampah dilakukan | organic, non
residu. satu hari organic dan
h. Sampah kerja setelah | residu
Organik di pengambilan
olah untuk sampah ke
dijadikan TPS
pupuk 1. Sampah 1.Pupuk
- Sampah Non Organik 2. Produk
Organik untuk 2. Sampeh danr ulang
di jual ke Mon 3. Sampah
pengepul Organik residu
sampah 3. Sampah
- Sampah Residu
Residu di . T
buang ke . Tossa
tempat
sampah yang
disedia kan
oleh desa/
Bumdes

Gambar 2. SOP Pengelolaan Bank Sampah

Setelah melakukan penyusunan SOP Bank Sampah, tim peneliti melakukan
pendampingan penyusunan SOP Pengelolaan Internet Desa dan market desa. Pada
penyusunan SOP pengelolaan internet desa, tim PPM melakukan pengumpulan
data terkait peraturan tentang pengelolaan internet desa dan market desa. Tim PPM
melakukan koordinasi dengan pelaksana operasional (sekretaris) BUMDesa Bintang
Baru. Awalnya penyusunan SOP pengelolaan internet desa tidak menjadi bagian
dalam kegiatan PPM ini akan tetapi dikarena kebutuhan klien akan SOP ini
diperlukan maka menjadi bahan pertimbangan untuk dilaksanakan. Adapun SOP

Pengelolaan Intenet desa sebagai berikut :
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7. Peraturam Desa Momos 77 Tahan 20109
temlang Pendiman Badan Usaha Milhik

Dexa Haneang Harma

HKHETERK AT A™ PERALATAN/TPERILENCGRE A PAMN

1. EHencana Biznas Bumdes 1. Fermburan Permnand Undampgan I Budang
Eomunikazi dan Informasi
2. K oompa bor/ pri il e scarneeT

2. ERKT Bumdes

F. Jammegan mbermet

FERINCGAT AN PEMNCATATAN IRAN PENDUAT ARN
Apabila Pengelolaan Indermel [Desa lerlambatl | Drsampen sebegas daia elekiromik dan mamaal b
dibusi. maka admmistmst akan sulst s (bagian Urmmum dam Acdlmimeserasa

perlangrungs)awabican

DIAGRAM ALUR PROSES

Mo Uraiam Adasyarakat Felaksama Mlmtu
Marketing | Mansger Audmiin hpperntor Kelengkapan W alkotm hatpai
1 hasyaraicat muclnkudan 1. KTP 10 meenin Dz
pendafiaman sebagai Pclanggan Administrasi
pelonggan iiemet desa 2. Alamar pengguna jasa
kepada marketing internet internet desa
desa tempad
|- premasangan
3. Fotokapi
Rckening
Listrikfid
Pelang fid
meteran
Eistrik.fid
pelanggan
Eistrik
2 Marketing intermet 1. Drata 5 menit Dama pelanggan
meelakukan pelaporan Administrasi ey internet
seluruh pelangpan internet l——l pengguna jasa desn
desa kepada manager L internet desa
{google formp
Z. Foto tme
stamp numah
T | Manages mengist Data pelanggan | 5 menit Foamulir
refapitubasi data calon internet barm pendafiaran
pelanggan imemet dess pelanggan bara
ke mas intermei desa
4 Masyarskai melnkolan Foaumlir Paling lama | Kwitansi
pemdbayaran untuk menjadi pendaftaran =abu jams Pembavarsn
pelanggan baru imernet desa 1 pelanggen bara Pelanggan Baru
internet desa Imtermet Dhesa
E Addmnin meemberikan id 1.Dxia 1 jam L. Daia
pelanggan dan data kepada pelangzan pelamggan
bagian opertor untuk memet bany internet baru
pemasangan sambungan J I 2 Kowitamsi ek
Jjaringan pelanggan ban j — Pembayaran e o
intemet desa Pelanggan
Bany
& | Operatar melakukan 1. Kabel Paling lema | surs pernyssan
pemasangan jaringan dan 2. Jaringan 1 bulan berdangganan
meennberikan surst Internet sejak internat
permyatsan 1 — mendafiar
indemmet kepada masyarakat - sebagni
dengan di bubuhi tanda pelangzan
tangan pelanggan dan baru
maverai
T | Masyarskst melnkulan Tagihan Saty bulan | Kowitansi
pelunasan atns tagihan % I sejak pelunasan
bulanan inlemed desa ke pemakaan
imiermet

Gambar 3. SOP Pengelolaan Intenet Desa
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Selain melakukan penyusunan SOP Usaha, tim PPM juga melakukan
penyusunan peraturan tata kelola. Penyusunan peraturan tata kelola BUMDesa
dilakukan dengan mereview hasil survei dari AD ART yang telah di buat oleh
BUMDesaa Bintang Baru dengan merujuk pada peraturan perundag-undangan yang
berlaku. Dokumen Peraturan Direktur hasil review lengkap dapat di lihat link
berikut :
https://drive.google.com/file/d/1IFb8 ANARNRiGg-CTuAOvAfVuJm3M_SELM/view?usp=sharing

E ] PEMERINTAH DESA PARIT BARU
BUMDESA BINTAMNG BARU
QH-‘:Q%?; — Jalan Komplek Pamndok indah Lestari Blok E RT 04 RW 010

Desa Parit Baru Kecarnatan Sungai Raya Kabupaten Kubo Rays

FPERATURAN DIRERKTILIR
BAaADAN USAHA MILITH DESA BINTAMNG BARLD
NOMOE @ (X TAHUMN 2021

RMMendmbamne : ;A Bahwsa guna meninglkatan dayva saing Badamn Usaha Milike Dess
Eintange Bam agar dapat dilaksanakan scocara cofckof dam
efiisicry =R R ET prim=ip BITMDesa, dip-eriulcarn pembdinaarn
poEarsral srErE SEASATAarLrya adalah wprverale memningicathcar
perasoanil  dalsaon melalksanakamn uEgas Secara profesiornsl
ertangenimng jawalb, taat hublorm, dermrmolcatis, krivis Odaeos

rermmaral TR, Serta EET e R b muernciptakar
ketenangan S hesclarasan kerja [=F-T =4 e rnjaErmiare adansras
kepastian dalam melaksanalkan tugas scasual tugas pololc dam

Furg=ai P TrE L Badasm T=aks BT akikc s, Srandar
Drpeerasional Prosesdoar.

. bahwa Sgar poeneraparrn tata oelola BIOTMIIDess yamng bhaike
schapgaimana i makaied dalam bhhoaraf s dapat dilslsasanabkamm
rmaka perlhua ditetaplkan dengan Perastuaran Ddirelotoaer Badan
Uaaha Milik Desa Bincang Barma tentang tata kelols Badsam
Uaaha Mililk Desa Bintang Baru.

Gambar 4. Peraturan Tata Kelola Perusahaan yang telah di susun oleh tim PPM dan
BUMDesa Bintang Baru

Gambar 5. Pelaksanaan Diseminasi Hasil Pengabdian Pada Masyarakat
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Gambar 6. Foto Bersama Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat

PPM JTA Polnep Bantu Perencanaan dan Perancangan
Pesantren Assa]dah Makkiyah Pontianak

SELAMAT MEMPERINGATI
MAULID NABI

TELAH HADIR DI KOTA ANDA F
PENYEDIA KEBUTUHAN SEKOLAH

KALBAR a MUHAMMAD SAW
EDUCATION m :
"NSTORE

Gambar 7. Publikasi Pada Media Massa Hasil Pengabdian Pada Masyarakat

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan PPM yang dilaksanakan oleh tim PPM
bersama BUMDesaa Bintang Baru dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan
penataan kelembagaan Bumdes dengan cara melakukan pendampingan
penyusunan SOP Usaha dan pembuatan peraturan tata kelola perusahaan, dapat
meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDes
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